STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENG
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PE]

Menimbang

Mengingat

PROVINSI SUMATER

PERATURAN WALI KOT;

. bahwa sesuai dengan

. Undang-Undang Nomg
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% me““" I
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WALI KOTA SIBOLGA

A UTARA

A SIBOLGA

NOMOR 107 TAHUN 2022

TENTANG

SATU PINTU KOTA

AWASAN PENANAMAN MODAL

LAYANAN PERIZINAN TERPADU

BOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

bahwa dalam rangka
kepada masyarakat
Penanaman Modal

eningkatkan kualitas pelayanan
ususnya di bidang pengawasan
rta mendorong pertumbuhan

ekonomi melalui penihgkatan investasi, perlu diatur
mengenai standar operasional prosedur pengawasan
pada penanaman medal yang cepat, efisien dan

terpadu;

Wali Kota Nomor

ketentuan Pasal 14 Peraturan
60 Tahun 2022 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di
Kota Sibolga, maka Pemerintah Daerah melakukan

pengawasan perizinan
menjadi

kewenangan

berusaha Berbasis Risiko yang
Pemerintah Daerah yang

dikoordinasikan oleh DPMTPSP;

bahwa
dimaksud pada huruf

Peraturan Wali Kota
Prosedur Pengawasan
Penanaman Modal daj
Satu Pintu Kota Sibolgs

Pembentukan Daerah
Lingkungan Daerah Prq

berdasarkanl pertimbangan
d

sebagaimana

an huruf b, perlu menetapkan
tentang Standar Operasional
Penanaman Modal pada Dinas
h Pelayanan Perizinan Terpadu
o

r 8 Drt Tahun 1956 tentang
Otonom Kota-Kota Besar Dalam
jvinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik Indanesia Tahun 1956 Nomor 59,

Tambahan Lembaran N
1092);

egara Republik Indonesia Nomor

2.Undang-Undang...




10.

Undang-Undang Nomor

Penanaman Modal

Indonesia Tahun 2007

25 Tahun 2007 tentang
(Lembaran Negara Republik
Nomor 67, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indanesia Nomor 4724) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta HKerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Norhor

25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Namor 5038});

Undang-Undang Norhor
Daerah

Pemerintahan

ls

Indonesia Tahun 2014 Nomor

23 Tahun 2014 tentang
(Lembaran Negara Republik
244, Tambahan

Lembaran Negara Rg¢publik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembatan Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Ngmor 6573);

Peraturan Pemerintah

Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan UndangiUndang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Pyblik (Lembaran Negara Republik
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan
Pemerintahan Daera

Pengawasan Penyelenggaraan
h (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintalh Nomor S5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Periginan Berusaha Berbasis Resiko

(Lembaran Negara
Nomor 15, Tambah

epublik Indonesia Tahun 2021
Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Menteri Pe
Reformasi Birokrasi

Dadnrmarn Damsniciamno
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Administrasi Pemerif

Indonesia Tahun 2012

berdayaan Aparatur Negara dan
Nomor 35 Tahun 2012 tentang

h Qtnndor MNraracinmal Dracadrzs
£y s LAALANALAS Vr’\/& CARFAAIL LCAL A A NVRINTNA AL

ntah (Berita Negara Republik
Nomor 649);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun

2017 tentang Penyeley
Pintu Daerah (Berita ]
2017 Nomor 1956);

Peraturan Badan Koo
S Tahun 2021 tes
Pengawasan Perizinan|
Negara Republik Indor

vooaraan Pelavanan Ternadin Satniz
pocaraan Pelavanan lerpadil >atng

Negara Republik Indonesia Tahun

rdinasi Penanaman Modal Nomor
tang Pedoman dan Tatacara
Berusaha Berbasis Resiko (Berita
1esia Tahun 2021 Nomor 273);

11.Peraturan...




Menetapkan

11.

12.

PERATURAN WALI KOTA TH
PROSEDUR PENGAWASAN
DINAS PENANAMAN M(
TERPADU SATU PINTU KOT

Dalam Peraturan Wali Kot
1.

2.
3.
3

Peraturan Wali Kota

Nomor 31 Tahun 2022 tentang

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha dan Non Pgrizinan Berusaha Kepada Kepala
Dinas Penanaman lxodal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu
Sibolga Tahun 2022 N

Peraturan Wali Kota
Penyelenggaraan Peri

Kota Sibolga (Berita
Nomor 406);

MEMUTY

KETE]

ota Sibolga (Berita Daerah Kota
pmor 377);

Nomor 60 Tahun 2022 tentang
inan Berusaha Berbasis Risiko di
aerah Kota Sibolga Tahun 2022

JSKAN :

INTANG STANDAR OPERASIONAL
PENANAMAN MODAL PADA
DDAL PELAYANAN PERIZINAN
A SIBOLGA.

BAB I
NTUAN UMUM
Pasal 1

a ini vang dimaksud dengan :

Kota adalah Kota Sibolga.

Pemerintah Kota adald
Wali Kota adalah Wali
Dinas Penanaman Md
Pintu adalah yang 4§

th Pemerintah Kota Sibolga.

Kota Sibolga.

dal dan Pelayanan Terpadu Satu
elanjutnya disingkat DPMPPTSP

adalah Dinas Penapaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Sat]
Pengawasan  adalah

DU NS P PN S
PC1M§O.I1‘¢1'¢:LL1 Acs.ldi.'d.l

pelaksanaan kegiatar

pendekatan berbasis
dipenuhi pelaku usah
Prosedur adalah lan
mekanisme yang hd
organisasi untuk melg
kebijjakan yang telah d
Standar Operasiona]
disingkat SOP adaia]
yang dibakukan
penyelenggaraan

u Pintu Kota Sibolga

upaya untuk memastikan
. usaha Sstsual dengan standar
usaha yang dilakukan melalui
resiko dan kewajiban yang harus
:
gkah-langkah maupun tahapan
irus  ditkuti oleh seluruh unit
ksanakan kegiatan sesuai dengan
litetapkan.

| Prosedur yang selanjutnya
h serangkalan instruksi tertulis
mengenai berbagai proses
administrasi pemerintahan,

bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan

oleh siapa dilakukan|

melalui tahapan tertentu untuk

menyelesaikan tugas pelayanan umum di DPMPPTSP.

7.Izin...




7. Izin adalah persetukuan Pemerintah Pusat atau

Maksud penyusunan SQP

Pemerintah Daerah ur]
yang wajib dipenuhij
melaksanakan kegiatay

MAKSUL

tuk pelaksanaan kegiatan usaha
oleh Pelaku Usaha sebelum

n usahanya.

BAB II

) DAN TUJUAN

Pasal 2

ini sebagai pedoman bagi

pegawai/aparatur yang berkepentingan dalam menunjang
aktivitasnya untuk dapat bekerja sebagai penyelenggara
pengawasan Penanaman Modal.

Tujuan SOP ini untuk me]
bidang pengawasan Penanaman Modal secara lebih mudah,
cepat, sederhana, efektif,

Loanactian dalam nrncec nd
-‘-‘Vr’“v —ALAL L VACAANALLA r;uovu r\d

(1)

(2)

@)

(1)

STANDAR OPE]

Pengawasan Penanarm
peninjauan lapangan.

Pengawasan sebagain
dilaksanakan dengan
memperhatikan Klasi
Indonesia perusahaan,

SOP pengawasan Pq
dimaksud pada ayat (1
merupakan bagian tx
Wali kota ini.

SOP Pengawasan Pena

a. bagian identitas; ds

b. bagian diagram aliz.

Pasal 3

hingkatkan kualitas pelayanan di

dan efisien, serta memberikan

Iouvanan

jayanan,

BAB II1

RASIONAL PROSEDUR

Pasal 4

an Modal dilaksanakan melalui

nana dimaksud pada ayat (1)
Perangkat Daerah terkait dengan
fikasi Baku Lapangan Usaha

snamanan Modal sebagaimana
) tercantum dalam lampiran yang
dak terpisahkan dari Peraturan

Pasal 5

inaman Modal meliputi:

ATl

{2)Bagian...




(2)

(3)

(4)

Bagian identitas SOP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

MRS TR e 0o o

nomor standar opel

tanggal pembuatany

tanggal revisi;
tanggal pengesahas
disahkan oleh;
nama SOP;

dasar hukum;
kualifikasi pelaksax
Leterkaitan;
Peralatan dan perl¢
peringatan; dan

Pengawasan Penanaman Modal

rasional prosedur;

o

anly reap v

na;

ngkapan;

pencatatan dan pendataan.

Bagian diagram alir
Modal meliputi :

a.
b.

aktifitas;
pelaksana:

1)
2)
3)
4)

pemilik izin;
pengelola data;
analis Kebijakai
koordinator Pen
5) tim Perangkat [
6) Kepala Dinas.

mutu baku:
1)
2)
3)
4)

kelengkapan;
persyaratan,;
waktu; dan
output.

Diagram alir SOP

menggambarkan

ury

sistematis, penjelasan
kerja.

SOP Pengawasan Penanaman
n Ahli Muda;

anaman Modal;

paerah Teknis; dan

menggunakan simbol yang
hitan  langkah  kerja  secara

aliran dokumen, dan mekanisme

BAB 1V

PE

Segala biaya pelaksana

Peraturan Wali

Kota

Pendapatan dan Belanja L

BIAYAAN
asal 6

ketentuan yang diatur dalam
ni bersumber dari Anggaran
aerah.

LAMPIRAN. ..




KETENT]

Peraturan Wali Kota inf
diundangkan.

Agar setiap

pengundangan
penempatannya dalam Bet]

orang 1l

Dit
pad

WA

Peraturan

BAB V
UAN PENUTUP

Pasal 7
mulai berlaku pada tanggal

engetahuinya, memerintahkan
Wali Kota ini dengan
ita Daerah Kota Sibolga.

ptapkan di Sibolga
la tanggal 18 November 2022
LI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 18 November

SEKRETARIS DAERAH KO
dto.

MHD. YUSUF BATUBARA
BERITA DAERAH KOTA SI

2022
TA SIBOLGA,

BOLGA TAHUN 2022 NOMOR 453

Salinan sesuai dengan aslinya

BAGIAI

RS 2
GABE TORANG SIPAHU

Pj, KEPALA

[/ -
<[ T ah
sl

\ \ .\\/,.

NAUKUM,

TAR, S.H..M.M.

NIP.19810705 200

804 1 001




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 107 TAHUN 20222

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGAWAS AN PENANAMAN VODAL PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN

SATU PINTHJ KOTA SIBOLGA

menyampaikar. kepada Kepala Dinas

Pelaksana Mut:1 Baku
Yo Kegiatan Pelalu OPD Yengelola Analis Koordinator Kepala Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Usala Teknis Data Kabijaitan PM Dinas
Ahli Muda

1 2 3 q 6 7 8 9

1 |Koordinator PN memerintahkan ian - Data OSS RBA; 15 menit Disposisi dari
memberikan arahan kepada Anailis Kepiala DPMPTSP
Kebijakan Ahli Muda untuk melaksanakan
|kegiatan pengswasan perizinan Lerusaha.

2 |Anaiis Kebijake At Mt ¥ - WWW
memerintahka;1 Fungsional Pengelola Data T"—--—w keziatan Kooi'dinator PM  |RBA
untuk menyusun rundown kegiatan » peagawasan
pengawsasan perizinan berusaha perizinan berusaha
dan Data OSS RBA

3 |Pengelola Data menyusun rundoam Disposisi dari 2 hari Data Perusahaan
kegiatan pengswasan perizinan terusaha, Analis Kebijakan kerja kegiatan
surat pemberitahuan (apabila diperlukan} Ahli Muda pengzawasan
dan draft surat tugas pengawas kemudian perizinan
Imenyampaikar. kepada Koordinator PM \ beriisaha
untuk divalidasi B B /

4 |Analis Kebijakan Ahli Muda memvalidasi Dsta Perusahaan 1 hari Datn Perusahaan |Apabila draft rundown
rundown kegiatan pengawasan ke ziatan Ikerja |kegiatan Kegiatan Pengawasan
penanaman msdal dan draft surut tugas pengawasan penpgawasan Perizinan Berusaha
untuk petugas pengawasan kemndian v |pe rizinan berusaha perizinan terdapat perbaikan,
menyampaikar kepada Kepgla Dinas / N berusaha proses dikembalikan Je
melalui Koordiaator PM | N adniin pengawasan

'3 |Koordinator PM melakukan valid asi atas Dsta Perusahaan 1 hari Datn Perusahaan '
rundown kegiatan pengawasan perizinan keziatan |keria kegiatan
berusaha, suret pemberitahuan (apabila |pe ngawasan penpawasan
dipertukan) da 1 draft surat tugas untuk perizinan berusaha perizinan
petugas pengavasan kemudian berusaha




Kepala Dinas riemvalidasi kemudian Draft rundown 1 hari Rundown
menandatangani rundown kegiatan ke xiatan kerja {kegiatan
pengawasan penanaman modal, surat pengawasan penjawasan
pemberitahuar. kegiatan pengawnsan perizinan berusaha, perizinan
(apabila diperhikan) dan surat tigas Draft surat tugas berusaha, Surat
untuk petugas pengawasan kemidian pengawasan, dan Tugas, dan Surat
|menyampaikar kepada Koordinator PM surat Pemberitahuan
pemberitahuan (apabila
(apabila diperlukan). diperlukan).
|
|

Pengeloia Data, melakukan persiapan Rundown kegiatan [3 hari Laporan Dalam hal pengawasan |
kegiatan analisis dan verifikasi data dan pengawasan kerja persiapan dilakukan karena !
mengirimkan surat pemberitahuan perizinan berusaha {kegiatan adanya indikasi atau
terlebih dahulu sebelum tanggal pelaksanaan bukti awal
pelaksanaan pengawasan kepads penjawasan penyimpangan atas
pimpinan perusahaan/pelaku usaha, perizinan ketentuan pelaksanaan
kemudian menyampaikan surat fugas berisaha perizinan berusaha,
kepada petugas pengawasan mala pengawasan

dilakukan tanpa

ycutbcl;m tollcbih

dahulu kepada

pimpinan,/ penanggung

jawinb perusahaan/

peleku usaha.
Petugas pengawasan bersama OPD teknis La roran persiapan 1 hari Laporan Dalim hal pimpinan
terkait dan pimpinan perusahaan /pelaku | ke ziatan kerja persiapan perisahaan /pelaku
usaha melakukan pemeriksaan ke lokasi | pengawasan kegiatan usaha di lokasi proyek
proyek dan hasilnya dituangkan dalam perizinan berusaha pelaksanaan menolak untuk
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lzemudian pengawasan menandatangani BAP,
menyampaikar. hasil pengawasan kepada perizinan maka petugas
Koordinator PAl bersaha pengawasan membuai;

berita acara penolakai,

dan BAP yang tidak

ditandatangani pimpinan

pernsahaan/pelaku

usaha tetap dinyatakzn

sah.




9 [Koordinator PN memvalidasi lappran Laporan 1 hari kerja [Laporan hasil
pelaksanaan kegiatan pengawassn pelaksanaan pelaksanaan
[perizinan berusaha kemudian ke ziatan kegiatan
disampaikan kepada untuk Kepjla Dinas pengawasan pelaksanaan

perizinan berusaha pengawasan
perizinan
berusaha

10|Kepala Dinas mienerima laporan 1asil Laporan hasil 1 hari kerja |Laporan hasil
|kegiatan pengeswasan. pelaksanazan evaluasi

ke ziatan pelaksanaan

pengawasan pengawasan

|pecizinan berusaha perizinan
berusaha

JUMLAH 11 Hari 1 jam

Salinan sesuzi dengan aslinya
Fj. KEPALA BAGIANAIUKUM,

W4
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GABE TORANZ SIPAHUTAR, S.H.,M.M.

NIP.19810705 200804 1 001

WALI KOTA. SIBOLGA,
dto.

JAMALUDDIN POHAN




